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Kejari Tetapkan Dua Tersangka

DONGGALA, MERCUSUAR - Kejaksaan
Negeri (Kejari) Donggala menetapkan dua
tersangka (tsk) dugaan penyimpangan pajak
galian C (batuan) di -
Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Donggala
yang ditaksir merugikan

keuangan daerah

hingga Rp700 juta.

Kepala Kejari Donggala,
Bambang Sutrisna, SH
di kantornya, Selasa

e

Bambang Sutrisna

‘Kecamatan Rio Pakava

(10/2/2015), mengatakan kami tahan,” ujarnya tanpa
bahwa dua tersangka tersebut  menjelaskan lebih Jjauh modus
terdiri dari satu orang dari dari kasus tersebut.

Pemkab Donggala yaitu, Penetapan dua
Kepala Bendahara Umum tersangka ini,
Daerah (BUD) berinisial merupakan
(Rhm) dan Sekretaris penegasan
Desa (Sekdes) Pakava AT AN
penanganan
kea s u s

berinsial (Str). Di mana
ke duanya merekayasa
pungutan galian C pada
tahun 2013 dan 2014 .
“Keduanya sudah
kami tetapkan sebagai
tsk namun belum

Baca PAJAK
diHal.7
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dilakukan oleh pihak Kejari Donggala,
dimana sebelumnya beberapa
media memberitakan hahwa kedua
tersangka merupakan penanganan
dari institusi lain.

“Kasus ini sudah sejak awal
ditangani oleh kami (Kejari) Donggala.
Barang bukti berupa dokumennya
ada di sini. Jika ada institusi lain
yang menyebutkan mereka sudah

menetapkan tersangka, itu di luar
sepengetahuan kami,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (DPPKAD) Adjis
di kantornya mengatakan bahwa
penetapa tsk anak huahnya itu
karena terindikasi mencairkan pajak
galian C hak desa sebesar 10 persen
yang ada di Kecamatan Rio Pakava

di Desa Pakava.

Namun masalahnya, di desa
tersebut tidak ada galian C sepertidi
kecamata lainnya, sehingga hal ini
menimbulkan kecurigaan atas dasar
apa pencairan dana tersebut.

“Kalau SP2D-nya ada. Hanya
dokumen pendukung lainnya yang
tidak lengkap,” ujarnya.

Ditanya soal adanya keterlibatan

dari Kepala DPPKAD sebelumnya,
(Hasan Basri dan Syafruddin H.
Muda), Adjis mengatakan bahwa ke
dua mantan kadis itu tidak terlibat,
walaupun ke duanya menandatangani
dokumen pencairan pajak itui. “Soal
mereka terlibat itu urusannya
kejaksaan, tapi sepertinya mereka
(Hasan dan Syafruddin) tidak terlibat
dalam masalah ini,” tandasnya. HID




